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Salinan PUTUSAN
Nomor 623/Pdt.G/2017/PA Plp.
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan
putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Umi Nawar binti Salmin, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,
pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Jalan
Lingkungan To'ipi, RT.01 RW. 03, Kelurahan Padang Lambe,
Kecamatan Wara Barat, Kota Palopo sebagai Penggugat;

melawan,

Zainal Abidin Maruki bin Maldin, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan
SMA, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Lingkungan Bora,
Kelurahan Lebang, Kecamatan Wara Barat, Kota Palopo sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;
DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09
November 2017 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada tanggal 09 November 2017
dengan register Nomor 623/Pdt.G/2017/PA Plp. dengan dalil-dalil sebagai
berikut:

1. Bahwa, pada hari Kamis, tanggal 16 April 2015 Miladiah bertepatan dengan
tanggal 26 Jumadil Tsania, tanpa tahun hijeriah, Penggugat dengan
Tergugat melangsungkan pernikahan di Lingkumngan To'ipi, Kelurahan
Padang Lambe, Kecamatan Wara Barat, Kota Palopo berdasarkan Buku
Kutipan Akta Nikah Nomor 0058/01/1V/2015, tertanggal 15 April 2015 yang
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dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
Wara Barat, Kota Palopo;

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai
suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Tergugat di
Bora, Kelurahan Lebang, Kecamatan Wara Barat, Kota Palopo selama 2
tahun 1 bulan;

3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan
hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum
dikaruniai anak;

4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula
berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Februari 2016 antara
Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran
disebabkan oleh:

a. Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan
Penggugat
b. Tergugat tidak sanggup mendirikan rumah tempat tinggal Penggugat

5. Bahwa pada bulan Mei 2017 terjadi lagi cekcok disebabkan hal tersebut di
atas, lalu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena tidak mampu lagi
menghadapi kelekuan Tergugat sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal
sampai sekarang yang sudah berjalan 6 bulan lamanya dan selama itu pula
tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada penggugat.

6. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat
sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama
Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan
datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan
perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang
berlaku;

7. Bahwa, manakala perkara tersebut diputuskan oleh Majelis Hakim
Pengadilan Agama Palopo, mohon untuk menyampaikan salinan Putusan
kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat kediaman Penggugat dan
Tergugat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan
dilangsungkan;
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Bahwa, berdasarkan alasan tersebut dimuka, Penggugat mohon agar
Ketua Pengadilan Agama Palopo Cqg. Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai
berikut:

Primer

a. Mengabulkan gugatan Penggugat;

b. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat “Zainal Abidin Maruki bin
Maldin” terhadap Penggugat “ Umi Nawar binti Salmin “;

c. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk
menyampaikan salinan putusan kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat danTergugat dan
Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan;

d. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-
adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat
telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang
menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk
menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara
resmi dan patut yang relaas panggilannya tanggal 15 Nopember 2017 dan
tanggal 23 November 2017 dibacakan di dalam sidang, sedangkan Tergugat
tidak terbukti bahwa ketidakdatangnya tersebut disebabkan suatu halangan

yang sabh;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk
tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil
permohonannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang
menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya
dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang
maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;
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Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii gugatannya, Penggugat telah
mengajukan alat-alat bukti berupa:
A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0058/018/1V/2015 yang diterbitkan
oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kelurahan Padang
Lambe, Kecamatan Wara Barat, Kota Palopo pada tanggal 15 April
2015, telah bermaterai cukup, telah di cap pos dan telah dicocokkan
dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode P.

B. Saksi:

1. Warni binti Maldin, mengaku ipar Penggugat, di bawah sumpah
memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami-

isteri yang sah;
- Bahwa, saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat

tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 2

(dua) tahun;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan

harmonis lagi, karena Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat

tinggal sejak bulan Mei 2017;
- Bahwa, penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal

karena Penggugat sudah tidak tahan lagi atas perlakuan Tergugat
yang sering berutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan

Penggugat;
- Bahwa, penyebab lain sehingga Penggugat pergi meninggalkan

Tergugat karena Tergugat tidak sanggup untuk mendirikan tempat

tinggal bersama;
- Bahwa, saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal Tergugat

tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, dan sudah

tidak ada saling memperdulikan lagi;
- Bahwa, saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat

dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
2. Fatima S binti Salmin, mengaku saudara kandung dengan Penggugat,
di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai
berikut:
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- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama Umi Nawar binti
Salmin sedangkan Tergugat bernama Zainal Abidin Maruki bin
Maldin;

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami-

isteri yang sah;
- Bahwa, saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat

tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Bora, Kelurahan
Lebang, Kecamatan Wara Barat, Kota Palopo, selama kurang lebih

2 (dua) tahun;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan

harmonis lagi, karena Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat

tinggal sejak bulan Mei 2017;
- Bahwa, penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal

karena Penggugat sudah tidak tahan lagi atas perlakuan Tergugat
yang sering berutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan

Penggugat;
- Bahwa, penyebab lain sehingga Penggugat dan Tergugat

bertengkar akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat
karena Tergugat tidak mau mendirikan tempat tinggal bersama

Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal Tergugat

tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, dan sudah
tidak ada saling memperdulikan lagi;

- Bahwa, saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat
dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang
isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan
tidak akan mengajukan sesuatu apapun selain mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal
yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap termasuk dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM
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Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana yang telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan ternyata tidak datang menghadap dan tanpa alasan
yang sah menurut hukum serta Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk
menghadap sebagai wakil/lkuasanya. Oleh karena itu Tergugat dinyatakan tidak
hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di muka sidang, maka proses
mediasi yang diamanahkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Walaupun demikian,
Majelis Hakim tetap berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar
bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, lalu
pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat
yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg.
bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan
sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka
sidang, maka Majelis Hakim perlu pula mengemukakan dalil syar'i/doktrin
ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis seperti dalam

Kitab Ahkam Al-Qur'an juz Il halaman 405 yang berbunyi:

al

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap di
persidangan, kemudian ia tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang

dholim dan gugurlah haknya”;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan cerai
dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering ada perselisihan dan
pertengkaran disebabkan Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa
sepengetahuan dengan Penggugat, tidak sanggup untuk mendirikan rumah

tempat tinggal Penggugat, dan pada puncaknya Penggugat pergi meninggalkan
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Tergugat sejak bulan Mei 2017, karena sudah tidak mampu lagi menghadapi
atas perilaku Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini
adalah Apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih
dan bertengkar ? dan Apakah benar Penggugat dan Tergugat sudah berpisah
tempat tinggal ? dan Apakah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih
bisa dirukunkan kembali ? ;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan tidak terbantah oleh
Tergugat karena ketidakhadirannya di persidangan, namun untuk menghindari
adanya penyelundupan hukum, kebohongan dari para pihak, serta perceraian
yang tidak berdasar dan beralasan hukum, maka kepada Penggugat tetap
dibebankan pembuktian, untuk itu Penggugat mengajukan bukti surat dan dua
orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang
dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, telah distempel
pos dan oleh Penggugat telah diajukan surat aslinya dan fotokopi tersebut telah
dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai sehingga sesuai dengan
maksud Pasal 285 R.Bg. bukti P tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian
yang sempurna dan mengikat (Volledgen bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa bukti P menunjukkan hubungan hukum antara
Penggugat dengan Tergugat yaitu sebagai pasangan suami istri menikah pada
tanggal 16 April 2015 dan belum bercerai, sehingga dengan bukti tersebut
cukup menjadi dasar hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai
terhadap Tergugat di Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh
Penggugat masing-masing bernama Warni binti Maldin dan Fatima S binti
Salmin, sudah dewasa dan merupakan orang-orang yang telah memenuhi
ketentuan Pasal 172 dan 174 R.Bg, serta kedua saksi tersebut sudah disumpah
sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, sehingga dengan demikian telah
memenuhi syarat formal sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka
persidangan;
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Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua
Penggugat saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan oleh karena
itu, keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg. dan dapat
dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan kedua orang saksi
Penggugat sebagaimana tersebut di muka, serta keadaan di persidangan jika
dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan, maka ditemukan fakta sebagai berikut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tangga

16 April 2015 yang telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri,
namun belum dikaruniai anak;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan
dan pertengkaran terus menerus, karena Tergugat sering berutang kepada
orang lain tanpa sepengetahuan dengan Penggugat, Tergugat tidak sanggup
untuk menyediakan rumah tempat tinggal bersama antara Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak bulan Mei tahun 2017 yang lalu sudah
pisah rumah dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat
karena sudah tidak sanggup lagi menghadapi perilaku Tergugat dan sejak itu
pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi komunikasi bahkan
Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat
dan Tergugat, namun tetap tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau lagi
mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;

- Bahwa setiap kali persidangan, Majelis Hakim berusaha untuk menasihati
Penggugat supaya mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat akan
tetapi tetap tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau lagi hidup bersama
dengan orang yang tidak mau melanjutkan ikatan perkawinannya dengan
Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, terbukti
rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis, antara
Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang
mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, selain hal
tersebut di persidangan Penggugat telah dinasihati agar kembali rukun dengan
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Tergugat, namun Penggugat tetap kukuh dengan tekadnya untuk bercerai dari
Tergugat, keadaan ini mengindikasikan bahwa perselisihan dan pertengkaran
yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sifatnya sudah terus menerus.

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam
keadaan demikian dalam hubungannya dengan tujuan suci perkawinan, maka
dapat ditarik kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
sudah sulit untuk dipertahankan lagi, serta mempertahankan perkawinan
Penggugat dengan Tergugat dalam kondisi demikian adalah sia-sia, sehingga
untuk mencegah kemudharatan, perceraian menjadi solusi terbaik bagi
hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, hal tersebut sejalan
dengan maksud kaidah fighi:

dlaall o> le paio awliall s )5

Artinya: “Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.
Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengambil alih pendapat
ulama figh dalam kitab Madza Hurrivah az-Zaujain fi Ath-Tholag untuk

selanjutnya menjadi pertimbangan hukum dalam putusan ini, sebagai berikut :

clioYs muai asi giis ply axmg il 8Ll O laioi 0> FMall plbi oM bxl 2
3ol e pSms Ol olizo ,eiwYl OY To) i Vo b9ma dxzg il dloy)l muai cuzs

allasdl zor oLl Iang susoll ozl 01zl

Artinya : Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah
tangga telah guncang dan nasihat serta perdamaian sudah dianggap
tidak bermanfaat lagi, hubungan suami isteri telah hampa karena
meneruskan perkawinan sama halnya dengan menghukum salah
satu pihak dengan hukuman penjara yang berkepanjangan dan hal
itu sangat bertentangan dengan rasa keadilan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara
Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang
berkepanjangan dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam
satu ikatan rumah tangga yang dicita-citakan, sehingga keharusan suami istri
untuk saling mencintai, sayang-menyayangi, hormat-menghormati dan saling

membantu satu sama lain, sesuai dengan maksud Pasal 33 Undang-Undang
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Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 77 ayat (1) Kompilasi
Hukum Islam di Indonesia, yang merupakan tujuan perkawinan yang
dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk
membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa, sudah tidak bisa lagi diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim
berpendapat bahwa Penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk bercerai
dengan Tergugat sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf
(f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jis. Pasal 19
huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf
(f) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasakan ketentuan Pasal 39 Undang-
Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan Penggugat dapat
dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap
Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan
patut namun tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan ternyata pula
ketidakhadirannya tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, sedangkan
gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum dan beralasan, maka sesuai
dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat tersebut dapat
diputus dan dikabulkan secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum gugatannya angka (3) telah
mohon Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan
Agama Palopo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan
hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Walenrang dan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu, dan Majelis
Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan
hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah pada dasarnya adalah bertujuan
menegakkan prinsip tertib administrasi dan oleh kerananya, petitum Penggugat
mengenai hal ini dapat dikabulkan, sesuai maksud Pasal 84 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan
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Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat dipandang
perlu untuk mencantumkan amar putusan yang isinya memerintahkan kepada
Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk mengirimkan satu rangkap salinan
putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat
Nikah yang meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat
perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk
itu;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya angka (4) mohon
kepada Majelis Hakim untuk membebankan biaya perkara menurut hukum,
maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah
tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya
biaya, dan oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka
segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat
sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989
dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah lagi dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat segala ketentuan hukum syar’i serta perundang-undangan

yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Zainal Abidin Maruki bin
Maldin) terhadap Penggugat (Umi Nawar binti Salmin);

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk mengirimkan
salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Barat, Kota Palopo
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(tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan
Penggugat dan Tergugat dilangsungkan) untuk dicatat dalam daftar yang
disediakan untuk itu;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 336000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis
Hakim pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2017 Miladiyah, bertepatan
dengan tanggal 18 Rabiul Awal 1439 Hijiriyah., oleh kami Drs. H. Asri, M.H,
sebagai Ketua Majelis, Tommi, S.HI dan Noor Ahmad Rosyidah, S.HI masing-
masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga
dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim
Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Mariani, S.H., sebagai Panitera Pengganti

yang dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota , Ketua Majelis,
ttd ttd
Tommi, S.HI Drs. H. Asri, M.H
ttd
Noor Ahmad Rosyidah, S.HI Panitera Pengganti,
ttd

Hj. Mariani, S.H.,
Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
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Biaya Proses : Rp 50.000,-
Biaya Panggilan : Rp 245.000,-
Biaya Redaksi : Rp 5.000,-

a M wNn

Biaya Materai : Rp 6.000,-

Jumlah . Rp 336.000,-

(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Palopo

Drs. Muh. Tahir, S.H.
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